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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang NomOI" 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease
2019 (COVID-19) danfatau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan Iatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keadaan Yang
Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Harus Digunakan Pada Tahun BeIjalan,
maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun
2020 tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021;
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia NomoT 4355\, ~bagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danj'atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
Tentang Cipta Ketja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6573\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 iahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang iata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata. Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara
Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2020 Nomor288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kezja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor596);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor09 Tahun 2009
tentang Rencana. Pembangunan Jangka. Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor
15);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02 Tahun 2010 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 2017 Nomor
02);

18. Peraturan Daezah Kabupaten TabalongNomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan l..embaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten TabalongTahun 2019 Nomor04);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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(1) Perubaban RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang
dalam Naskah Perubaban RKPDKabupaten TabalongTahun 2021.

Pasal4

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai pedoman bagi:
a. SKPDdalam menyusun Perubaban Rencana KeIja SKPDTabun 2021;
b. Penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan UmumAPBDTahun 2021;
c. Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBDTahun 2021;
d. Penyusunan Rencana Perubahan APBDTahun 2021.

(1) Perubaban RKPDTahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMDTahun
2019-2024 Tabun kedua.

Pasal3

2. Ketentuan Pasal3 diubah, sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubaban RKPDKabupaten Tabalong Tabun 2021 merupakan penyesuaian
atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk
periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 yang dibiayai melalui APBDKabupaten Tabalong Tabun
Anggaran 2021.

(2) Perubaban RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan
tentang Perubaban Program dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada
Tahun 2021.

Pasal2

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor26), diubab sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN
BUPATITABALONGNOMOR24 TAHUN2020 TENTANGRENCANA
KERJA PEMERINTAHDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN
2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Kabupaten Tabalong (Berita Daerab Kabupaten Tabalong
Tabun 2016 Nomor62);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerab Kabupaten Tabalong Tabun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor
26);
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BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2021 NOMOR

ABDULMUTHALIBSANGADJI

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 'J. . -. ,

ANANGSYAKHFIANI

BUPATITABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ::::: ..~d,~tU.j .~;::2·~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Pasal II

(3) lsi dan uraian Naskah Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Naskah Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika :
Bab I. Pendahuluan;
Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
Bab VI. Penutup
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